
Mengingat ... 

substansi yang perlu disesuaikan sehingga pcrlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan 

Kota Bandung; 

pcnyederhanaan 

dilakukan 

beberapa 

perkembangannya 

birokrasi dan terdapat 

dalam namun 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kota Bandung telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2021, 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 66 TAHUN 2022 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNG SI 

SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 

( SALINAN] 



6. Undang-Undang ... 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Baral dan Dalam Daerah Ist.imewa Jogjakarta (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tcntang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Not nor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kola-kola Besar dan Kola­ 

kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 lentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4774); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 5071 ); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah tcra khir dengan Undang­ 

Undang Nomor l I Tahun 2020 tcnt ang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

tcntang 

dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Be sar 

1. 

2 

Mengingat 



12. Peraturan ... 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 

Administrasi Pemc-rintahan (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lcmbara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbaha n Lcrnbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana Lelah 

diubah dengan Pcrat.uran Pcmcrinlah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Pcrubahan Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkal Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Adrninistrasi ke Dalam .Jabatan 

Fungsional (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

l 0. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 

2016 ten tang Pedoman Nomenklatur Dinas Pcrpustakaan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2016 

Nomor 1385); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Pcrangkat Dae rah Urusan 

Pemerintahan Bidang Kearsipan (Serita Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345); 
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5. Wali ... 

kcweriangan daerah otonorn. 

pemerintahan yang mcnjadi urusan 

menurnpin van° - b Dacrah Pcmcrintahan pcnyelcnggara 

pclaksanaan 

2. Pernerintah Daerah Provins: adalah Gubernur scbagai 

unsur penyclcnggara Pcmcrintahan Dacrah Provinsi yang 

mcmimpin pelaksanaan urusan Pcrnerintahan yang 

mcnjadi keweriangan dacrah otonom. 

3. Daerah Kota adalah Dacrah Kota Bandung. 

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Preside n Republik Indonesia vang 

memegang kekuasaan pemcrintahan ncgara Rcpublik 

Indonesia yang diban tu olch Wakil Pre sidcn dan mcnteri 

scbagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tah un 19...J.5. 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOT/\ TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS 0/\N PUNGSI SEI<TA TATA KE:RJA DIN/\S 

ARSIP DAN PERPUSTJ\K/\AN KOTA BANDUNG. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembe ntukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bandung (Lcrnbaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2016 Nomor 08) sebagairnana tclah diubah dcngan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tah un 2021 

tcntang Perubahan Alas Pcrat ura n Dacrah Kora Bandung 

Nomor 08 Tah un 2016 ten tang Pernberu ukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kot.a Bandung (Lembaran 

Daerah Kola Bandung Tahun 2021 Nomor 3); 
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1 7. Rcncana ... 

5. Wali Kora adalah Wali Kola Bandung. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pcrucrintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kemcnterian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Dacrah untuk mclindungi, mclavani, 

memberdayakan, clan rnenyejahtcrakan masyarakat. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pcrnbant u Wali Kota dan 

DPRD dalam penyclcnggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kota 
Bandung. 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 

11. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas /\rsip dan Perpustakaan Kota Bandung. 

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas J\rsip dan Perpustakaan 
Kora Bandung. 

13. Sckretaris Dinas adalah Sekrctaris Dinas J\rsip dan 
Perpustakaan Kota Bandung. 

14. Unit Pelaksana Tek nis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kcgiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pcnunjang 

tertentu pada Dinas atau Sadan Daerah. 

15. Kelompok Jabatan Pungsional adalah kelompok Aparatur 

Sipil Negara yang diberi tugas, \\'ewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

kegiatan yang sesuai dengan profcsinya dalam rangka 

mcndukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat 
Dae rah. 

16. Kelompok Substansi adalah Kelompok jabatan fungsional 

dan jabatan pelak sana yang melaksanakan tugas sesuai 
dengan kebutuhan kinerja orgarnsasi dalam rangka 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 



24. Jnformasi ... 

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, yang 

selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Dae rah unt uk periodc 20 (dua 

puluh) tahun. 

18. Rcncana Pembangunan Jangka Mencngah Dae rah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periodc 5 (lima) 

tahun. 

18. Rencana Kerja Pcmerintah Daerah yang sclanjutnya 

disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

19. Rcncana Strategis Perangkat Dacru h yang sclanjutnya 

disebut dengan Rcnstra PD adalah dokumen perencanaan 

Perarigkat Daerah unt uk periode 5 (lima) tahun. 

20. Rencana Kerja Pera ngkat Daerah vang sclanjutnya disebut 

Renja PD adalah dokumen perencanaan Pcrangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat LKIP, adalah laporan yang ber isikari ak untabilitas 

dan kinerja suatu instansi pemerintah. 

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang sclanjutnya 

disingkat LKPJ adalah laporan yang disarnpaikan olch 

Pernerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang mcrnuat hasi l pcnyelcriggarao n urusan 

pemerintahan yang rncnyangkut La po ran 

Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

23. Laporan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 

disampaikan oleh pcmcrintah dacrah kcpada pcmcrintah 

pusat yang mernuat capaian k incrja penycknggaraan 

pcmcrintahan dacrah dan pelak sanaan tugas pemba nt uan 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 
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BAB ... 

penyelcnggaraan pcmerintahan dacrah yang disarnpaikan 

oleh Kepala Daerah kcpada masyarakat. 

25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau d ipcrok-h alas lx-ba n AP[3D 

at.au berasal dari pcrole ha n lain nva yang sah. 

26. Perpustakaan adalah instit.usi pengclola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/ a Lau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna mcmcnuhi kcbut uhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rckreasi 

para pemustaka. 

27. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenan dengan arsip. 

28. Arsip Dinamis arsip vang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta a r sip dan disimpan sclama jangka waktu 

tertcntu. 

29. Arsip Statis ada lah arsrp yang dihasilka n olch pcncipta 

arsip karena memiliki nilai guna kcsejarahan, telah habis 

retensinya, dan bcrkcterangan dipcrmanenkan yang telah 

divcrifikasi baik sccara langsung maupun tidak langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan. 

30. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan 

persyaratan dasar bagi kclangsungan opcrasional pcncipta 

arsip, tidak dapat dipcrbarui, dan t idak tergantikan apabila 

rusak atau hilang. 

31. Arsip aktif adalah arsip yang frek ue n si penggunaanya tinggi 

dan/ a tau terus mcncrus. 

32. Arsip inaktif adalah arsip yang Irckucn si pcnggunaannyu 

telah menurun. 

33. Tenaga Perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga 

teknis perpustakaan. 

Perncrintahan Daerah yang 

IPPD ada lah informasi 

lnformasi Penyelenggaraan 

selanjutnya disingkat 

24. 
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(2) Kcpala ... 

Pasal4 
(1) Dinas dipimpin oleh scorang Kepala Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Di na s 

BAB III 

TUGAS DAN F'UNGSI 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan scbagai bcrikut: 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri at as Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian; 
c. Bidang Pengelolaan Kcarsipan; 

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; 

e. Bidang Pengelolaan Pcrpustakaan; 

f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca; 

g. UPTD; dan 

h. Kelompok Jabatan Furigsiorial dan Jabatan Pelaksana. 

Bagian Ked ua 

Susunan Organisasi 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur periunjang Urusan Pernerintahan 

yang menyelenggarakan urusan pcmer intahan di bidang 

Kearsipan dan Perpustakaan. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkcdudukan 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota mclalui 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

BAB fl 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

8 



h. menyclcnggarakan ... 

kearsipan daerah pada Perangkat Dacra h , pcrusahaan 

swasta, Organisasi kemasyarakatan/Organisasi polit.ik, 

Lernbaga Pendidikan, Kecamatan dan Kelurahan; 

g. menyelenggarakan pernbinaan Perpustakaan; 

pcrigawasan dan pembinaan f. menyelenggarakan 

dan Perpustakaan; 

d. pelaksanaan adrninistrasi Dinas lingkup Kearsipan dan 

Perpustakaan; dan 

e. pelaksanaan Iungsi lain yang dibcrikan olch Wali Kora 

terkait dengan tugas dan fungsinva. 

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 

a. rnerurnuskan dan rnenetapkan Renstra, Renja, program 

kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan 

kebijakan urnurn Dae rah Kota scbagai p.-doman 

pclaksanaan tugas; 

b. rnernbina dan mcngarahkan tugas kepada bawahan 

berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan 

dan sasaran tercapai secara efcktif dan efisie n; 

c. merumuskan kebijakan teknis lingkup Kear sipa n dan 

Perpustakaan; 

d. menyelenggarakan pengelolaan arsip; 

e. menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip; 

dan Kearsipan lingkup kcbijakan b. pelaksanaan 

Perpustakaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Kearsipan 

(2), Kepala Dinas mcnyclenggarakau furigsi: 

a. perurnusan kebijakan lingkup Kearsipan dan 

Perpustakaan; 

yang mcnjadi 

Kcar sipan dan 

pad a a_va l ( 1) 

Kota dalarn 

(2) Kepala Dinas sebagairnana dirnaksud 

rnernpunyai tugas rnernbantu Wali 

rnenyelenggarakan Urusan Perncrintahan 

kewe nangan Daerah Kola di bidang 

Perpustakaan. 

(3) Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat 
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Hi Uraian ... 

kesekretariatan dun Dinas; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

lingkup adrninistrasi pelaksanaan e. pengoordinasian 

Pasal 5 

(1) Sekretariat Dinas dipirnpin olch seoraug Sckre tar is. 

(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mclaksanakan scbagian 

tugas Kepala Dinas lingkup kcsckrctariaran yang mcliputi 

pengclolaan umum dun kcpegawaian, pcngclolaan keuangan, 
pengoordinasian penyusunan program, serta 

pengoordinasian tugas-tugas bidang. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Sckretaris Dinas menyclenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan rcncana dan program kerja 

kesekretariatan clan Dinas; 

b. pengoordinasian pcrurnusan kcbijakan lingkup 

kesekretariatan clan Dinas; 

c. pengoordinasian pclaksariaan kcbijakan lingkup 

kesekretariatan clan Dinas; 

d. pengoordinasian pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan 

lingkup kesekretariatan dan Dinas; 

Bagi an Kcd ua 

Sckre tariat Dinas 

h. mcnyelcnggarakan pclcstarian kolck si dan naskah kuno; 
1. menyelenggarakan administrasi Dinas; 

J. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah 

yang meliputi LKPJ, LPPD, LKIP dan Laporan-laporan 

lainnya sesuai dcngan ketentuan pcrat uran pcrundang­ 

undangan; 

k. menvclenggarakun koordinasi, Iasilitasi. monitoring, dan 

evaluasi pelaksan .. ran perpusiakaan dan kcarsipan: 

I. menyusun laporau pelaksanaan urusan dan kebijakan di 

bidang perpust akaan dan kcarsipan sebagai bahan 
pcrtanggungjaw .. iban kcpada Wali Kora; dan 

m. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan ole h 

Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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m. mengoordinasikan ... 

(4) Uraian tugas Sekreraris Dinas adalah scbagai berikut: 

a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 

kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan 

rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas 

berdasarkan kcbijakan operasional Dinas scbagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membina dan mcndistribusikan tugas kepada bawahan 

berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan 

sasaran tercapai sccara cfektif dan cfisicn; 

c. mengoordinasikan pclaksanaan program dan kegiatan 

lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum 

dan kcpegaw aian, pe ngelolaan keuangan, 

pengoordinasian pcnyusunan program, data dan 

informasi serta pcngoordinasian t ugas-t.ugas bidang; 

d. merigoordinasikan perumusan, implernentasi dan 

evaluasi kebijakan lingkup Dinas; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan 

pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekre tariat dan 

Dinas; 

f. rnengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan 

perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol 

dan kehumasan di lingkungan Sckrctariat da n Dinas; 

g. mengoordinasikan penyusunun rcncana kcbutuhan 

formasi dan rnutasi pegawai; 

h. mengoordinasikan penatausahaan BMD; 

1. mengoordinasikan penatausahaan keuangan Dinas; 

J· mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana 

kerja Daerah Kola yang meliputi RP,JPD, RPJMD, RKPD, 

Rcristra dan Rcnja, scrta rcncana kcrja lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan 

kinerja Daerah Kora yang mcliputi LKPJ, LPPD. !PPI), LKIP 

dan laporan Iainnya scs uai dengan kct.cnt uau pcraturan 

perundang-undangan; 

l. mengoordinasikan pengolahan. penataan dan 

penyimpanan data dan/atau inforrnasi publik di 

lingkungan Dinas; 
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a. menyusun ... 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin ok-h seorarig 

Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Ke pegawaian mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup 

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup 

administrasi umum dan kepcgawaian: 

b. pclaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan 

ke pega waian; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup adrninistrasi 

umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan aclministrasi 

umum dan kepegawaian; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh at a san terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

adalah sebagai berikut: 

Paragraf 1 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

m. mengoordinasikan pelayanan informasi publik; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

lingkup sekretariai dan Dinas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

(5) Dalam menjalankan tugas, Fungsi dan ur.uan iugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), avat (3) dan ayat (4), 

Sekretaris Dinas mernbawahkan: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Kelompok Substansi Keuangan; dan 

c. Kelompok Substansi Program, Data dan Informasi. 

12 



k. melaksanakan ... 

penghargaan, peningkatan kesejahtcraan pcgawa i da n 

pcngembangan kornpctensi; 

pengelolaan 

pemberian karier, pcngembangan administrasi 

men goo rd i nasikan J. melaksanakan dan 

Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan 

administrasi kepegawaian lainnya; 

Mcnda pat.ka n Un Luk Surat Kcterangan pegawai, 

administrasi kcpcgawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji 

berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu 

istri/kartu suami, taspen , taperum, asuransi kesehatan 

pcngolaha n dan perigurnpulan 1. melaksanakan 

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 

rencana kebutuhan formasi dan rnutasi pegawai; 

dan penyimpanan pengolahan, pengumpulan, 

kerumahtanggaan, kebersihan, kcindahan, ketertiban 

lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi 

Dinas; 

g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 

pengelolaan mengoordinasikan f. melaksanakan dan 

kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan 

keprotokolan; 

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan 

dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan 

Dinas; 

pengelolaan mengoordinasikan d. melaksanakan dan 

a. menyusun rencana program kerja dan bahan penelapan 

kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada 

bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar 

tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan cfisicn; 

c. melaksanakan clan mengoordinasikan adrninistrasi 

persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, 

pendistribusian dan pengiriman naskah dinas; 
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(4) Uraian ... 

lingkup pengelolaan kearsipan; 

d. pelaksanaan adrninistrasi Dinas lingkup pe nge lolaan 

kearsipan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

lingkup kebijakan 

lingkup kebijakan a. pengoordinasian perumusan 

pengclolaan kearsipan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan 

pengelolaan kearsipan; 

c. pcngoordinasian pelaksanaan cvalua si dan pelaporan 

Bidang Pengclolaan Kearsipan 

Pasal 7 

( 1) Bidang Pengelolaan Kearsipan dipimpin olch seorang Kepala 

Bidang. 

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan mernpunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Diria s lingkup 

pengelolaan kearsipan meliputi pengclolaan Arsip Dinamis, 

pengclolaan Arsip Statis, dan otoma si, layanan dan 

pemanfaatan arsip. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pengclolaan Kcarsipan 

menyelenggarakan f u ngsi: 

Bagian Ketiga 

hukuman disiplin pegawai; 

1. melaksanakan clan mengoordinasikan administrasi 

penatausahaan BMD lingkup Dinas; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban 

kcpada atasan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh 

atasan sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

pcnyusunan 

pengelolaan 

k. melaksanakan dan mengoordinasikan 

penilaian prestasi kerja pcgawai dan 
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Bagian ... 

f. rnerigoordinasikan pclaksanaun u sula n pcrnusnahan dun 

akuisisi arsip; 

g. merigoordinasikan pclaksanaan pengolahan aisip; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan prcscrvasi ar sip; 

1. mcngoordinasika n layanan informasi arsip; 

J. mengcordinasikan pclaksanaan pcmanfuatan Ar sip Stat is: 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas scbagai bahan pcrtanggungjawaban 

kepada atasan; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dcugan tugas dan Iungsinya. 

(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan urruan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), avat (3) dun avat (4), 

Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipun rnc rnbawahka n: 

a. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis; 

b. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Stat.is; dan 

c. Kelompok Substa nsi Otomasi, Layanan dan Pcrnanfaatan 

Arsip. 

dan media alih 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pengclolaan Kearsipan adalah 

scbagai berikut: 

a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 

Bidang Pengelolaan Kearsipan; 

b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

berdasarkan arah kcbijakan umum Dinas agar tujuan dan 

sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 

pengelolaan kcarsipan lingkup pengeloban Arsip 

Dinamis, Arsip Statis dan otomasi, lava nan dan 

pemanfaatan arsip; 

d. merigoordinasikan pcrumusan bahan kebijakan lingkup 

pengelolaan Kearsipan; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan 

reproduksi Arsip Dinamis; 
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ct. mcngoordinasikan ... 

lingkup pcmbinaun dun pcngawasan Kcarsipun: 

d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pembinaan dan 

pcngawasan Kcarsipan; dan 

c. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan olch ata san tcrkait 

dengan tugas dan tungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pcmbinaan dan J>eng,1wasc-1n 

Kearsipan adalah sebagai bcrikut: 
a. mcrcncanakan program, kcgiat.an clan kincrja lingkup 

Bidang Pernbinaan dan Pengawasan Kcarsipan: 
b. mcrnbina dan mcudistribusikan t uga s kcpada bawahan 

berdasarkan arah kcbijakan urnurn Dinas agar t ujuan dan 

sasaran tercapai sccara efektif dan efisicn; 

c. mcngoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 

pcngelolaan Kcarsipan lingkup pcmbinaan Kearsipan 

Pcrangkat Daerah . pernbinaan Keur sipari pcrusa huan , 

ormas/orpol, dan rnasyarakat dan pcngawasan 

Kearsipan; 

lingkup 

pernbinaan dan pcngawasan Kcnr sipu n; 

b. pcngcordinasian pclaksanaan kcbijakan 

pernbinaan dan pcngawasan Kcaraipan; 

c. pengoordinasian pclaksanaan cvnlunsi dan pclaporan 

lingkup kcbijakan perumusan a. pengoordinasian 

Pasal 8 

(1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidaug. 
(2) Kepala Bidang Pcmbinaan dan Pcngawusan Kcarsipan 

mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas Kepala 

Dinas lingkup pcmbinaan dan pcngawasan Kearsipan 

rneliputi pembinaan Kcarsipan Perangkal Daeruh , pcrnbinaan 

Kearsipan perusahaan, ormas/ orpol, dan masv arakat dan 

pengawasan Kearsipan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala L3ic.lang Pernbinaan dan Pcngawasan 

Kearsipan menyelcnggarakan fungsi: 

Bagian Keernpat 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kcarsipan 

16 



(3) Dalam ... 

Pasal 9 

( 1) Bidang Pengelolaan Perpustakaan clipirnpin olch scorang 

Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Pengclolaan Perpustakaan mernpunyai tugas 

melaksanakan sebauian tugas Kcpala Dirras lingkup 

pengelolaan Perpustakaan meliputi pcngcrnbangan kolek si 

dan pengolahan baha n Pcrpustakaan . otomasi, lava na n clan 

kcrja sama Pcrpustakaan dan pclestarian baha n 

perpustakaan. 

Bagian Kelirna 

Bidang Pcnge lolaan Pcrpustakaan 

peningkatan kapasitas sumber dava ma n u sia Kcarsipan: 

f. mengoordinasikan bimbingan, supervisi, konsultasi dan 

sosialisasi penyclcnggaraan Kearsipan; 

g. mengoordinasikan audit, penilaian dan monitoring hasil 

pengawasan Kearsipan; 

h. melaksanakan monitoring, cvaluasi dun pcla pora n 

pelaksanaan tugas sebagai bahan perlanggungjawaban 

kepada atasan; 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dcuga n tugas dan Iurigs in', a. 

(5) Dalam menjalankan t ugas, fungsi c.lan uraiun tugas 

scbagaimana dirnaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), 

Kepala Bidang Pcrnbinaan dan Pcngawasan Kearsipan 

mernbawahkan: 

a. Kelompok Strbst.an si Pcmbiriaan Kcars ipan Perangkat 

Daerah; 

b. Kelompok Substansi Pembinaan Kcarsipan Perusahaan, 

Ormas/Orpol, dc111 Masyarakat: dan 

c. Kelompok Substansi Perigawasan Kcarsipan. 

dan kcbut uhan penyusunan e. mengoordinasikan 

d. mcngoordinasik.u: perumusan buhan kebijakan lingkup 

pembinaan dan pcngawasan Kcarsipan; 
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1. melak sanukan ... 

pengolahan bahun Perpustakaan; 

f. mengoordinasikan layanan, otomasi, dan kerja sarna 

Perpustakaan; 

g. mcngoordinasikan pelestarian bahan Pcrpustakaan: 
h. melaksanakan monitoring, cva l ua si dan pc la pora n 

pelaksanaan t ugas scbagai buhun pcnanggungjm,·abc111 

kcpada atasan; dun 

dan kolcksi pengembangan e. merigoordinasikan 

d. pelaksanaan adrninist rasi Dinas lingkup pcnae lolaan 

Perpustakaan; dan 

c. pclaksariaan Iungsi lain yang dibcrikan oleh atasan terkait 

dengan tugas dan Iungsinva. 

(4) Uraian tugas Kepalu Bidang Pe-ngeloluan Pcrpustakaan 

adalah sebagai berikut: 

a. mcrencanakan program, kegiatan clan kinerja lingkup 

Bidang Pengelolaan Perpustakaan; 

b. mernbina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 

berdasarkan arah kcbijakan umurn Dinas agai i ujuan dan 

sasaran tercapai sccara efektif dan efisicn; 

c. me ngoordinasikun pclaksanaan program dan kcgiatan 

pcngclolaan Pcrpustakaan lingkup pcngernbangan kolck si 

dan pengolahan bahan Perpustakaan, oromasi, layanan, 

dan kerja sarnu Pc-rpustakaan. dun pclcstu nan bahan 

Pcrpustakaan; 

d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup 

pengelolaan Perpustakaan; 

lingkup kebijakan b. pengoordinasian pclaksanaan 

pengelolaan Perpuslakaan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

lingkup pengelolaan Perpustakaan: 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana d irna k surl pada 

ayat (2), Kepala Bidang Pcngelolaan Perpustakaan 

menyelenggarakan Iungsi: 

a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup 

pengelolaan Perpustakaan: 
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c. pengoordinasian ... 

kcbijakan Jingkup 

dan pembudayaan 

lingkup kcbij.ikan a. pcngoordinasian perurnusa n 
pengembangan Pcr pu st akuu n 

kcgemaran mcrn buca: 
b. pcngoordinasian pelaksanaan 

pengembangan Pcrpustakaan 

kegemaran rnembaca; 

Pasal 10 

(1) Bidang Pengernbangan Perpustakaan dan Pcrnbudayaan 

Kcgcmaran Mernbacu dipimpin olch scorang Kcpuln Bidang. 

(2) Kcpala Bidang Pcngcmbangan Pcrpustakaan dan 

Pembudayaan Kegcmaran Mernbaca rnernpunyai tugas 

melaksanakan scbuuian t uga s Kcpa la Dinu s Imgk up 

pengernbangan Pcrpusrukaan dan pcuibuduvaan kt'gl 111,11 ,111 

mernbaca rncliputi pcrnbinaun dun pcngcuibarignn 

perpustakaan, pernbinaan dan pcngernbangan tenaga 

perpustakaan dan pcngernbangan pcrnbudayaan kegemaran 

membaca. 
(3) Dalam mclaksanakau iugas scbagnimun.t d im..k s ud pud.i 

ayat (2), Kepala Bidang Pcngernbuugan Pcrpustukaun clan 

Pcrnbudayaan Kcgcmaran Mcmbaca menvelcnggarakan 

fungsi: 

Hagian Kcc na m 

Bidang Pengembangan Pcrpustakaun dan Pcmbudavaan 

Kegcmaran Mernbaca 

Pengolahan Bah an Perpustakaan; 

b. Kclompok Substansi Otomasi, Lavanan dan r~erJu Su ma 

Pcrpustakaan; dau 

c. Kclornpok Substansi Pelcstarian Bahan Pcrpustukaan. 

Kole ksi dan Pengernbangan a. Kclornpok Substansi 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan olch 

atasan sesuai dc-ngan tugas dan Iungsinya. 

(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan ur.uan t uga s 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), avat (3) dan ayat (4). 

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan membawa hkan: 
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pcm buclayaan g. mcngoordinasikan pengcrnba ngan 

kegemaran membaca; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pclapora n 

pclaksanaan tugas scbagai bahun pc rumgguugj.ovabuu 

kepada atasan; dan 

Pcrpustakaan; 

f. me ngoordinasikuu pcmbinaan dan pcngc-rnbauuan l<'n.lg,1 

Pcrpustakaan; 

pcngcrn ba ngan clan 

c. pengoordinasian pclak sanaan cvaluusi dan pcl.iporan 

lingkup pengembangan Pcrpustakaan dan pcmbudayaan 

kegemaran mem baca; 

d. pclaksanaan administrasi Dinas lingkup pengembangan 

Perpustakaan dan pcrnbudavaan kegcmaran mcrnbaca; 

dan 

c. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan olch atasan icrkait 

dcngan tugas dan Iungsinya. 

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pengcmbangan Perpustakaan 

dan Pernbudavaan l~<·~cmaran Mcrnbaca adal.ih -,cbngai 

berikut: 

a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegcrnaran Membaca; 

b. membina dan mcndistribusikau t ugas kcpada bawahan 

bcrdasarkan arah kcbijakan urnum Di na s agar i ujuan dun 

sasaran tcrcapai sccara cfektif dan cfisicn; 

c. mengoordinasikan pclaksanaan program dan kegiatan 

pengembangan Perpustakaan dan pcmberdayaan 

kegemaran rncrnbaca lingkup pcrnbi: ;n..111 clan 

pcngcrnbangan Pcrpustakaan, pcrnbinaun clan 

pcngembangan tcnaga Perpustakaan dan pengembangan 

pernbudayaan kegcrnaran membaca; 

d. mcngoordinasikun pcrumusan bahan kc-bijal.un hngkup 

pengembangan Pcrpustakaan clan pcm budayaan 

kcgernaran mernbaca; 

c. mcngoordinasikan pcmbinaan 
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(2) Tugas ... 

Pasal 13 

(I) Kelornpok Jabatan Fungsional pada Dinns crdi: i a tus 

sejumlah tenaga dalam jr njung jabatun lu11gsional · 1ng ltTLJ:1g1 

dalam berbagai kclompok sesuai dcngan bidang kcahliannya 

untuk mcrnbantu tugas Kepala Dinas dularn mcl.rk sanakan 

sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spe sia lisa si 

yang dibutuhkan scsu.u de ng.u: kctcm uan pc ·aturnn 

perundang-undangan. 

BA[3 VI 

KELOMPOJ-.: JABATAN F'UNGSIONAL 

Pasal 12 

Bagan Struktur Organisasi Dinas terca nt um dalam Larnpiran 

vang merupakan bagian i idak terpisahkan dari Pcrai uran Wali 

Kola ini. 

BAB V 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

Kctent uan Jebih lanjut mcngcnui rinciu n t uaa s. fw.t~"ii. ururun 

tugas serta tata kcrja Organisas: UJYJ'I) pada Liiua s .hut.rpk.tn 
dalam Pcraturan Wali Kola terscndiri. 

Pasal 11 

BAB IV 

UPTD 

Pem budayaan c. Kelompok Subsiansi Pengcrnbangan 
Kegernaran Membaca. 

1. mclaksanakan tugc1s kedinasan lain vang dibcrikan olch 

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Dalarn menjalankan tugas, fungsi dan urn1.111 tugas 

sebagaimana dimak sud pada ayut (2). ava t (3) d.111 «vat ( I), 

Kcpala Bidang Pcngernbangan Pcrpustakrnin clan 

Pcrnbudayaan Kegcrn.iran Membaca rncrnbawahkan: 
a. Kelompok Substun si Pernbinaan dan Pcngcrnbangan 

Pcrpustakaan; 

b. Kelompok Substansi Pcrnbinaan clan Pcngcmbangun 

Tenaga Perpustakaan: dan 
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(S) Pcjabat ... 

pcnge ndalian , perna ntu uu n dan cvaluasi scrta pelaporan pada 

Kelornpok substarisi sesuai dcngan pengclornpokun uraian 

tugas dan fungsi. 

(2) Sub Koordinator .Jatxuan Fungsional scbagairnana dimaksud 

pada ayat ( 1) memimpin sekclompok substan si pejabat 

fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan iugas. 

(3) Pejabat F'ungsional ~·c.rng dibcrikan t uga s tarnbah.in scbagni 

Sub Koordinator jabau.n fungsional p.ilinj; rcndah mer.duduki 

jabatan fungsional ahli muda. 

(4) Dalam ha! tidak terdapat pcjabat Iungsional se baga irna na 

dimaksud pada aya t (3), rnaku peju bat ru11gsi1,nal 1..kngc..111 

jcnjang ahli pcrtam.i dtau pejabat Iu ngs io ual kcLLT, mpila n 

jenjang penyelia dap.u dibcrikan tw;us uuubuhan svlJH~.ti Su\J 

Koordinator jabatan fungsional. 

dan pclaksanuan rencana , penyusunan koordinasi 

Pasal 2-l- 

( 1) Sub Koordinator .Jabatan Pungsional rnc luk sa nu ka.n t ugas 

tenaga fungsional yang kornpcteri. 

(5) Dalam pclaksanaan tugas koordinasi Kclornpok Substansi. 

dapat ditunjuk pejaba: Iungsional srbagai Sub Koordi nator. 

(6) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada avat (5) 

merupakan pejabat l uugsional hasil pcnv v1~1r.1a11 j.rbu t.rn )·<1ng 

mclaksanakan tugas tarnbahan scluin nu-lak sa nr kun tug;1s 

utarnanya sebagai pejabat fungsional scsuai derigan ketcntuan 

peraturan perundang-undangan. 

olch d ipirnpiu masing-masing dan kebutuhan 

(2) Tugas Kelompok .Jabat an Fungsionu! scbagaimc111,1 d imu kxud 

pada ayat ( 1) discsuaikan dcngan kc-t c nt.ua n pcrat urun 

perundang-undangan. 

(3) Kclornpok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( 1) dipimpin ok-h seorang tcnaga Iungsional se nior yang 

dirunjuk dan di tct a pka n bcrdasarkun Kcputu .;,rn Kc palu 

Dinas. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub 

Kclornpok dan/atau Kclornpok Substansi sesuai dengan 
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!•I) Scti~1p 

pengendalian in terrial di lingkungan kcrjanya. 

(3) Sct iap pimpinan unit kcrja bertanggung jawab mcmimpin , 

mengoordinasikan bawnhan masing-rnu sing dun lilL'!llbcrikan 

birnbingan scrta pvt unjuk bag1 pcla.csau i.in tug .. .s 

bawa ha n nya. 

xistr m mcluk suna ka n 

Pasal 14 

( l) Dalam melaksanakan iugas dan fu ngsinva , Kc pa la Di na s. 

Se kre ta ri s , Kepala BJCtc1ng, Kepula Sub IJ<.1gi,1n, K1..·paL, Svk:-,i. 

Ke pala UPTD dan Kclompok .Jub.u.u r Fung~r i. ui l. w nj ib 

mcncrapkan prinsip koordinasi, in tcgrasi dan siukronisusi. 

baik dalam lingkungan unit kerja maupun a ntar unit kerja di 

lingkungan Dinas, scrt a instarisi lain di luar Dn ius. se suai 

dengan i ugas dan Iuuusinva. 

(2) Sct iap pimpinan unit kerja 

BAB VII 

TATA KER,JJ\ 

(5) Pcjabat fungsional hasil pcnyctaraan jabatan administrasi ke 

jabatan fungsional yang diberikan t ugas tnrnbahan srbugai Sub 

Koordinator akan na ik pangkat d ilx-r iku n t a rnbu hn n :11u~ka 

kredit 25% (dua puluh lima person) dari A1.g;.;:a Krvclit 

Kurnulatif untuk ke naikan pangkat sct ingkat lebih tinggi dan 

diakui scbagai tugas pokok dalam Pcnctapan Angka Krcdit 

sctc lah melak sanakan iugas tarnbahan scbagni Suh 

Koordinator paling kurang dala m l (sat u] tahun pcnilaiun 

kinerja jabatan Iungsional. 

(6) Pelaksariaan tugas sebagai Sub Koordinutor jabatan rungsional 

minimal dalam kurun waktu 1 (satuj tahun se panjang yang 

bersangkutan u-tap lxrkmcrja baik dun / ut au t.ida k mcluk ukan 

pelanggaran disiplin scd.uig dan , .uuu bcr.u. 

(7) Penetapan sub-koordinator d ite ta pka n olch Kcpala 0111as 

melalui Surat Tugas. 
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l'HSHI ... 

Pasal 1 7 

Pada saat Pcraturan Wuli Kot a ini m u la i lx-rlukt., P('1 it ur.111 W.di 

Kola Bandung Nornor lq Tahun 2021 u.ntang Kc-ducluknn. 

Susunan Organisasi, T'ugas dan Fungsi scrta Tara l\.crja Dinu s 

Perpustakaan dan Kcarsipan Kota Bandung (Serita Daerah Kola 

Bandung Tahun 2021 Nomor 19), dicabut chin dinvarakan t iduk 

bcrlaku. 

BAB IX 

Kl~TETUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pelaksanaan tugas scb.uz.u Sub Koorclin.uor .J,dJat.111 F..11 l!.,siu11,d 

terhitung mulai tanggal pcnctapan Surat Tugas dun sesuai 

dengan penetapan Perjanjian Kinerja Pcgawai. 

L3J\B VIII 

KETl~NTUAN PERJ\Lll lAN 

(4) Setiap pimpinan unit kcrja wajib rncngik ut i da n rnr-rnu t u h i 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada a t a s.i n mu si ng­ 

masing dan menvarnpaikan laporan bcrkala tcpat pada 

waktunya. 

(5) Setiap pimpinan unit kcrja wajib mcngolah laporan ynng 

diterima, mempergunakannva scbagai ba ha n u nt uk 

penyusunan laporau lcbih lanjut tl,111 u n t uk 1.-.l·111bl·ri!.....i11 

petunjuk kepada baw .ihan. 

(6) Dalam penyampaian laporan kcpada atasan, ternbusan 

laporan wajib disarnpnikan kcpada unit kerja lain \'nnp secara 

fungsional mcmpuny a i hubuugan kcrja. 

(7) Setiap pimpinan u n i t kcrja dalam mcIak sa na ka n i ugus wajib 

mengadakan rapat sccara berkala dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-rnasing. 
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Penata Tingkat I 
NIP. 19760604 200604 I 002 

S.H. 

SERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 66 

EMA SUMARNA 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 2 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 2 Juni 2022 

WALi KOTA BANDUNG, 

TTD. 

Y ANA MULY ANA 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dcngan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kota Bandung. 

memeri n tahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Pasal 18 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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YANA MULYANA 
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